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ABSTRACT

Abstract: This study aims to analyze the legal skills of debtors under the age of 21 in the
implementation of credit contracts according to Indonesian civil law. Based on the provisions
of Article 1320 and Article 1330 of the Civil Code (KUHPercivil), one of the conditions for
the validity of the agreement is the legal competence of the parties. Article 330 of the Civil
Code stipulates that a person is only considered an adult if he has reached the age of 21 years
or is married. Thus, debtors under the age of 21 who are not married are considered legally
capable of committing legal acts, including credit contracts. This study uses a normative
juridical method with a legislative and conceptual approach. The results of the study show
that credit agreements made by debtors under the age of 21 without the consent of parents
or guardians only have conditional legal force, which can be canceled by the authorities.
These findings show the importance of the prudential principle for financial institutions in
the credit disbursement process to ensure certainty and legal protection for parties.
Keywords: Legal Proficiency, Debtor, Credit Agreement, Civil Law, Agreement

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kecakapan hukum debitur di bawah usia 21
tahun dalam pelaksanaan akad kredit menurut hukum perdata Indonesia. Berdasarkan
ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUHPerdata), salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kecakapan hukum para
pihak. Pasal 330 KUH Perdata menentukan bahwa seseorang baru dianggap dewasa apabila
telah mencapai usia 21 tahun atau telah menikah. Dengan demikian, debitur di bawah usia
21 tahun yang belum menikah dianggap belum cakap hukum untuk melakukan perbuatan
hukum, termasuk akad kredit. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan
pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
perjanjian kredit yang dilakukan oleh debitur di bawah usia 21 tahun tanpa persetujuan
orang tua atau wali hanya memiliki kekuatan hukum bersyarat, yakni dapat dibatalkan oleh
pihak yang berwenang. Temuan ini menunjukkan pentingnya prinsip kehati-hatian
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(prudential principle) bagi lembaga keuangan dalam proses penyaluran kredit untuk
menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak.
Kata Kunci: Kecakapan Hukum, Debitur, Akad Kredit, Hukum Perdata, Perjanjian

PENDAHULUAN

Hukum berfungsi sebagai instrumen negara dalam menegakkan kedaulatan,
menjaga ketertiban umum, serta melindungi kepentingan nasional (Siagian, M. T.,
Fikri, R. A., & Siregar, F. R. 2024). Sebagai sarana pengendalian sosial, hukum tidak
semata-mata berperan untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran, tetapi juga
bertujuan melindungi hak asasi manusia, memelihara stabilitas sosial, dan
menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan
masyarakat secara keseluruhan (Rahmayanti, R., Maulana, M., Alvin, S., & Paly N,
2020). Penegakan hukum tidak semata-mata dimaknai sebagai penerapan sanksi
terhadap pelanggaran, melainkan juga sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan
substantif yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan perlindungan
kepentingan sosial (Ismaidar, 2017).

Kecakapan hukum merupakan wunsur yang sangat penting dalam
menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian. Dalam hukum perdata Indonesia,
kecakapan seseorang untuk bertindak dalam bidang hukum berkaitan langsung
dengan kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab atas segala akibat hukum
dari tindakannya. Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUHPerdata), terdapat empat syarat sahnya perjanjian, yaitu: (1) kesepakatan para
pihak, (2) kecakapan untuk membuat perjanjian, (3) objek tertentu, dan (4) sebab
yang halal. Dari keempat syarat tersebut, dua yang pertama merupakan syarat
subjektif, dan dua sisanya merupakan syarat objektif.

Menurut Subekti, V. A., & Marbun, R. (2023), syarat kecakapan merupakan
hal fundamental karena tanpa kecakapan, suatu perjanjian tidak dapat dianggap sah
secara hukum. Ia menyatakan bahwa:“Kecakapan untuk membuat perjanjian adalah
kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya.
Apabila salah satu pihak tidak cakap, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.”

Hal ini sejalan dengan pandangan Wirjono Prodjodikoro (2003) yang
menegaskan bahwa kecakapan hukum adalah kemampuan seseorang untuk
melakukan tindakan hukum yang menimbulkan akibat hukum, baik terhadap
dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Sudikno Mertokusumo (2007)
berpendapat bahwa kecakapan hukum adalah perwujudan dari prinsip legal
capacity, yakni kemampuan seseorang untuk menjadi subjek hukum yang dapat
memiliki dan melaksanakan hak serta kewajiban. Dalam konteks perjanjian,
kecakapan menjadi prasyarat untuk menjamin adanya keseimbangan dan keadilan
antara para pihak. Dalam praktiknya, masalah kecakapan hukum sering muncul
dalam perjanjian kredit. Kredit merupakan perikatan hukum antara debitur dan
kreditur yang memuat hak dan kewajiban timbal balik. Karena itu, pihak yang
mengadakan perjanjian haruslah memiliki kecakapan penuh untuk memastikan
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keabsahan dan kepastian hukum dari akad tersebut. Satrio, A. J et.al, (2024)
menegaskan bahwa:“Perjanjian yang dilakukan oleh seseorang yang tidak cakap hukum
tidak dapat dianggap sah sepenuhnya, sebab tidak terpenuhi unsur tanggung jawab atas
akibat hukum yang timbul dari perjanjian tersebut.”

Dalam konteks usia, Pasal 330 KUH Perdata menetapkan bahwa seseorang

dianggap belum dewasa apabila belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah.
Artinya, individu di bawah usia 21 tahun belum memiliki kecakapan penuh untuk
melakukan perbuatan hukum secara mandiri, termasuk dalam hal melakukan akad
kredit dengan lembaga keuangan.
Persoalan ini memiliki implikasi serius, terutama dalam hubungan hukum antara
debitur muda dan lembaga keuangan. Bila seorang debitur di bawah usia 21 tahun
menandatangani akad kredit tanpa persetujuan wali atau orang tua, maka perjanjian
tersebut berpotensi dapat dibatalkan karena tidak memenuhi syarat subjektif
kecakapan hukum. Hal ini ditegaskan oleh Harahap, M. Y. (2017) yang menyatakan
bahwa: “Perjanjian yang dibuat oleh orang yang belum cakap hukum bukanlah perjanjian
yang batal demi hukum, melainkan perjanjian yang dapat dibatalkan oleh pihak yang
berwenang, yaitu wali atau orang tua dari yang bersangkutan.”

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis terhadap
kecakapan hukum debitur di bawah usia 21 tahun dalam pelaksanaan akad kredit,
serta implikasi hukumnya menurut hukum perdata Indonesia

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum
normatif (yuridis normatif). Penelitian ini dilakukan melalui kajian pustaka dan
telaah yurisprudensi yang diperoleh dari berbagai sumber hukum nasional, jurnal
hukum universitas, dan dokumen peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu: (1) Pendekatan
Perundang-undangan (Statute Approach), (2) Pendekatan Konseptual (Conceptual
Approach), (3) Pendekatan Kasus (Case Approach)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Kecakapan Hukum dalam Hukum Perdata Indonesia

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, kecakapan hukum merupakan salah satu
unsur penting yang menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian. Kecakapan
hukum mengandung makna bahwa seseorang harus memiliki kemampuan untuk
bertindak secara hukum serta memahami akibat dari tindakan yang dilakukan.
Dalam konteks ini, seseorang baru dianggap cakap apabila telah mencapai usia
dewasa sebagaimana diatur dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUHPerdata), yakni berusia 21 tahun atau telah menikah. Dengan demikian,
seseorang yang masih berusia di bawah 21 tahun dan belum menikah belum
dianggap memiliki kecakapan penuh untuk melakukan perbuatan hukum, termasuk
membuat perjanjian kredit.
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Kecakapan hukum memiliki peran penting dalam menjamin kepastian
hukum. Jika suatu perjanjian dibuat oleh pihak yang belum cakap, maka perjanjian
tersebut tidak dapat dianggap sah secara penuh. Perjanjian semacam itu dapat
dibatalkan oleh pihak yang berwenang, misalnya oleh orang tua atau wali dari pihak
yang belum cakap hukum. Dengan kata lain, kecakapan hukum merupakan
prasyarat agar suatu hubungan hukum dapat menimbulkan akibat hukum yang sah
dan mengikat bagi para pihak.

Penerapan Kecakapan Hukum dalam Akad Kredit

Dalam praktiknya, akad kredit adalah perjanjian antara kreditur dan debitur yang
menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Kreditur memiliki
kewajiban untuk menyalurkan dana, sedangkan debitur berkewajiban
mengembalikan pinjaman sesuai jangka waktu dan bunga yang telah disepakati.
Agar akad kredit tersebut memiliki kekuatan hukum, para pihak yang terlibat harus
memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.
Salah satu syarat penting adalah kecakapan untuk membuat perjanjian.
“Perlindungan hukum terhadap debitur bertujuan untuk memberikan rasa aman dan
keadilan dalam pelaksanaan perjanjian, terutama ketika posisi debitur lebih lemah
dibandingkan dengan kreditur.” (Pariyono, BA, Radityo, ME, & Nurhayati, S. 2024).
Apabila debitur yang melakukan akad kredit berusia di bawah 21 tahun dan belum
menikah, maka secara hukum ia belum memiliki kecakapan penuh. Akibatnya,
perjanjian kredit yang dibuat dapat dibatalkan karena tidak memenuhi unsur
kecakapan hukum. Meskipun demikian, dalam praktik lembaga keuangan, calon
debitur yang belum cukup umur tetap dapat melakukan perjanjian dengan syarat
adanya persetujuan atau keterlibatan orang tua atau wali sebagai pihak yang
bertanggung jawab atas perjanjian tersebut. Persetujuan wali menjadi bentuk
perlindungan hukum bagi pihak yang belum dewasa sekaligus bagi pihak kreditur
agar terhindar dari sengketa hukum di kemudian hari.

Implikasi Hukum terhadap Akad Kredit oleh Debitur di Bawah Umur

Akad kredit yang dilakukan oleh debitur di bawah umur memiliki konsekuensi
hukum yang signifikan. Perjanjian tersebut tidak otomatis batal demi hukum,
namun tergolong sebagai perjanjian yang dapat dibatalkan. Artinya, perjanjian tetap
sah dan mengikat selama tidak ada keberatan dari pihak wali atau pihak lain yang
berwenang. Namun, jika wali atau orang tua mengajukan keberatan, maka
perjanjian dapat dinyatakan tidak sah karena tidak memenuhi syarat subjektif
berupa kecakapan hukum.

Implikasi hukum lain yang mungkin timbul adalah tanggung jawab atas
wanprestasi. Apabila debitur di bawah umur tidak melaksanakan kewajiban
pembayaran, pihak kreditur tidak dapat serta-merta menuntut tanggung jawab
penuh kepada debitur tersebut, melainkan kepada wali yang memberikan izin atau
menandatangani perjanjian. Hal ini menunjukkan bahwa hukum memberikan
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perlindungan terhadap pihak yang belum cakap agar tidak dirugikan oleh perjanjian
yang dilakukan tanpa pemahaman hukum yang memadai.

Upaya Perlindungan Hukum dalam Pelaksanaan Akad Kredit

Perlindungan hukum bagi debitur yang belum cakap sangat penting untuk
menghindari penyalahgunaan perjanjian yang dapat merugikan pihak yang lemah.
Oleh karena itu, lembaga keuangan atau pihak kreditur wajib menerapkan prinsip
kehati-hatian dalam memverifikasi identitas dan usia calon debitur. Jika calon
debitur belum berusia 21 tahun, lembaga keuangan seharusnya meminta dokumen
tambahan berupa surat persetujuan dari orang tua atau wali yang sah.

Selain itu, lembaga keuangan juga dapat menggunakan mekanisme pendampingan
hukum atau konsultasi untuk memastikan bahwa pihak debitur memahami isi dan
konsekuensi dari akad kredit yang dilakukan. Dengan cara ini, kepastian hukum
dapat terwujud dan hak-hak kedua belah pihak tetap terlindungi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kecakapan hukum
merupakan salah satu syarat subjektif yang menentukan sah atau tidaknya suatu
perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata. Dalam konteks akad kredit, kecakapan
hukum menjadi sangat penting karena berkaitan langsung dengan kemampuan
debitur dalam memahami dan menanggung akibat hukum dari perjanjian yang
dibuat. Debitur yang berusia di bawah 21 tahun dan belum menikah dikategorikan
sebagai pihak yang belum cakap hukum sehingga perjanjian yang dibuatnya tidak
memiliki kekuatan hukum penuh. Akad kredit yang dilakukan oleh debitur di
bawah umur bersifat dapat dibatalkan (voidable) karena tidak memenuhi unsur
kecakapan hukum. Walaupun demikian, perjanjian tersebut tetap sah sepanjang
tidak ada keberatan dari orang tua atau wali yang berwenang.

Untuk mencegah timbulnya sengketa dan ketidak pastian hukum, pihak
lembaga keuangan wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memuverifikasi
usia dan status hukum calon debitur. Jika debitur masih di bawah umur, maka
keterlibatan wali atau orang tua menjadi keharusan dalam proses penandatanganan
perjanjian. Hal ini tidak hanya melindungi debitur dari potensi kerugian, tetapi juga
memberikan perlindungan hukum bagi kreditur agar haknya tetap terjamin. Dengan
demikian, dapat ditegaskan bahwa perlindungan hukum dan kecakapan hukum
merupakan dua aspek yang saling berkaitan dalam pelaksanaan akad kredit.
Penerapan aturan hukum yang konsisten dan prinsip kehati-hatian dari lembaga
keuangan diharapkan dapat mewujudkan kepastian hukum, keadilan, serta
keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kredit
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